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DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera)
Pada Provinsi Jawa Barat (Dapil JABAR VII dan Indramavu 3)

faém OHON_
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi - o
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 i 4.-98-12
Jakarta Pusat KAMIC
11 Jduu 4019
Dengan hormat,
11.06 wie
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip.,, MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Alamat Kantor  : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan
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Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: 10-08-
12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimchonkan PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera)
Pada Provinsi Jawa Barat (Dapil JABAR VII dan Indramayu 3), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD

dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan
sebagai berikut:

a.

i

E

Bahwa mohon perhatian, sejak dmndangkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk
pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, vaitu:

» Pengadilan Tinggi
» Bawaslu/Panwaslu
- e Pengadilan Tinggi Tata
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Usaha Negara
¢ Mahkamah Agung
| Mahkamah Konstitusi

Perselisihan Hasil Pemilihan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa
atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan
Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan
suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu
dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi
setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu vaitu

setelah penghitungan suara.

Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari
“Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemily”.
Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil

~
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B BENTUK KOMPETENSI LEMBAGA |

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang » Bawaslu
Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif e Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik DKPP

. . e KPU
Pelanggaran Administrasi « Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan : Bawaslu/Panwaslu

¢ Sentra Gakkumdu

Pelanggaran Pidana o Pengadilan Negeri




Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses
penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;

Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada
penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan
kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya
memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil
Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi
Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran
yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada
Putusan Mahkamah Kenstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him.
1809, dinyatakan:

t..dst ... dst, UU Ne. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasaiahan hukum
pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan

masing-masing_masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokar
sesuaj jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan

Juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan Aewenangan lembaga-
lembaga untuk menyelesaikannya”

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-

PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him.
1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) WU 7/2017 secara eksplisit mengatur batiwa
keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamaly hanya keberatan ferhadap
hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas
kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang
memiliki kewenangan menvyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur
oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan
suara;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  01/PHPU-
PRES/XVI1/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Him. 1814, dinyatakan:

.. dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan
dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang
didalikan. Sebab, apatila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi
badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemily, padahal baiasan
kewenangan Mahkarnali hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst
eeo CUSE o5 ASE oy LIS .o ST

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualiatif bilamana lembaga-lembaga
yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemily dan



sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, 3pabila lembaga-
lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang
telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonarn, Mahkamah tdak
berwenang memeriksa dan memuitus permohonan kualiatf dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada
dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersiat TSM jika sebelum permofionar
perselisihan hasil pemilu diaiukan kepada Mahkamalt tidak pernah ada pengaduan iengenal
adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada
pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait
kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok
persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan
pemilu (Pelanggaran Administratif) vang menurut Mahkamah Konsitusi
dikategorikan sebagai “permohonan vyang bersifat kualitatif”, dimana
terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan
bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran
maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan
pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu
(Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara), vyaitu sebagaimana pertimbangan-
pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Him. 1810 s/d Him.
1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019S.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses

penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah
Konstitusi, yaitu:

a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa
keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan
kuantitatif); :

b.  Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif
apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017
guna menyelesaikan pelanggaran pemilu can sengketa proses pemilu
tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-
lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari
apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang
mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa
dan memutus permohonan kualitatif;

o Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa

tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada

Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya

pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana
disebutkan dalam Pokok Permohonan:
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a. Pada Permohonan Perbaikan PEMOHON angka 1 s.d. 12 halaman 8 sd.
14, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan
Pelanggaran administratif Pemilu. Pada pokcknya dinyatakan bila
PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di tiap-
tiap TPS pada Keluranan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi pada Dapil Jabar VII, yaitu berupa kesalahan input
data perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara
antara PEMOHON dengan TERMOHON ; dan,

b. Pada Permohonan Perbaikan PEMOHON angka 11 halaman 26 s.d. 27
yang secara jelas menyebutkan : "Baiwa.. .. ., meminta Mahkamah
Konstitusi  menerima permohonan  Pemohon, menyatakan KPU
Kabupaten Indramayu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran administrative Pemilu dalam penetapan hasil Rekapitulasi
perolehan suara... ... ast”

Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan PEMOHON sama sekali
tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok
permasalahan yang dipersoalkan PEMOHON pada saat permohonan ini
diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pada saat yang bersamaan
PEMOHON juga mengajukan pokok perscalan yang sama kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI. Oleh karenanya permasalahan
tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan
Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo, karena pokok
permchonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

DALAM POKOK PERMOHONAM

o
O

O

Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang
diuraikan dalam bagian eksepsi, sejaun relevan, dianggap telah puia dikemukakan
atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan vyang disampaikan
PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON,
sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan
(burden of proof/bewijslaast),

Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan
dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat
dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang persifat kasuistis, sporacis,
dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil

PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan
TERMOHON,;
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Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai terjadinya selisin perclehan suara untuk
pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VII (khususnya di wilayah
Kabupaten Bekasi) dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu
Dapil Indramayu 3, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI JAWA BARAT
2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VII (KABUPATEN BEKASI)

1. Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya menyebutkan
mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik antara PKS
(PEMOHON) dengan Partai Nasional Demokrat (Partai NASDEM)
berdasarkan penghitungan perolehan suara menurut TERMOHORN
dan PEMOHON yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

(Persandingan antara C1-DPR dengan DAA1-DPR)

PEROLEHAN SUARA
N "
0 PARPOL TERMOHON | PEMOHON SEER
1. | PKS 10.016 9.403 613
NASDEM 7.525 1.423 6.102

(vide, Bukti T-005-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

(Persandingan antara C1-DPR dengan DA1-DPR)

| PEROLEHAN SUARA
NO. PARPOL SELISIH
TERMOHON | PEMOHON
1. PKS | 10016 0403 | 613
2. NASDEM " 7419 | 1423 | 5.99%

(vide, Bukti T-004-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

2. Bahwa terhadap dalil-dalii PEMOHON angka 1 di atas (dalam
bentuk tabel tersebut), pada pokoknya teiah menyebutkan
mengenai adanya selisih perolehan suara yaitu adanya
pengurangan perolehan suara PEMOHON (Partai Keadilan
Sejahtera) sebanyak 613 suara dan adanya penambahan
(penggelembungan) perolehan suara bagi Partai NASDEM
sebanyak 6.102 suara (dalam DAAL-DPR) dan/atau sebanyak
5.996 (dalam DA1-DPR) vang terjadi pada 233 TPS di Desa
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.



Menurut TERMOHON, dalil-dalii PEMOHON tersebut di atas
adalah #&dak bemar Adapun yang menjadi alasannya adalah
sebagai berikut:

a.

PEMOHON tidak menjelaskan sebab-sebab ataupun alasan
terjadinya perubahan selisin suara baik adanya pengurangan
suara PEMOHON maupun terjadinya penambahan
(penggelembungan) suara bagi Partai Nasdem. Begitu pula
dengan adanya perbedaan penghitungan selisih suara antara
Form DAA1-DPR dengan Form DA1-DPR;

PEMOHON tidak menjelaskan pula kapan terjadinya
perbedaan atau selisih suara dimaksud. Apabila benar dalil
PEMOHON melakukan persandingan suara atas dasar Form
C1-DPR yang benar milik PEMOHON, lalu mengapa tidak
pernah mengajukan upaya keberatan sejak Rekapitulasi di
tingkat TPS ataupun Desa. In casu, sesuai fakta hukum tidak
pernah ada pengajuan keberatan PEMOHON pada 233 TPS
se-Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan.

Bahwa menanggapi dalil-dalil lain yang diajukan PEMOHON
sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, TERMOHON
perlu menyampaikan fakta tentang tahapan pemiiihan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku,
yaitu sebagai berikut :

a.

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pada Rabu, tanggal 17 April 2019 KPPS melaksanakan
Pemungutan Suara Pemilu di wilayah Kecamatan
Tambun Selatan di Seluruh Desa termasuk di kelurahan
Jatimulya, proses pemungutan suara berjalan lancar
sehagaimana di TPS-TPS lainnya di desa-desa lainya
dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan.

2. Jumlah TPS di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan Sebanyak 233 TPS. Proses pemungutan suara di
Kelurahan Jatimulya tersebut dilakukan berdasarkan
Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum. Selain itu seluruh KPPS kelurahan Jatimulya di
bekali buku Panduan KPPS. Proses pemungutan suara
dimulai pada pukul 07.00.

3. Berdasarkan file Model DA-DPR PPK Kec. Tambun
Selatan, Total pemilih yang terdaftar di Kelurahan
Jatimulya, sebanyak 55.008 orang (dengan rincian laki-
laki sebanyak 27.592 dan perempuan sebanyak 27.416
yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK). adapun
pengguna hak pilih dari pemilih terdaftar tersebut yaitu
sebanyak 42.202 orang (dengan rincian laki-laki
sebanyak 19.844 dan perempuan sebanyak 22.358)
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atau sebanyak 76,72% partisipasi pemilih di Kelurahan
Jatimulya. (vide, Bukti T-004-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

b. TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA (REKAPTTULASI)

1y

2)

Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum dilaksanakan Penghitungan Suara seluruh
wilayah kecamatan Tambun Selatan di TPS TPS. Adapun
pelaksanaan penghitungan suara di TPS — TPS kelurahan
Jatimulya dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan
selesai —hingga tengah malam pada hari Rabu, 17 April
2019. Proses penghitungan suara di seluruh TPS
berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 4 Tahun 2019
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan KPU
RI No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan proses
rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK
Tambun Selatan dideskripsikan sebagaimana berikut:

a) Rekapitulasi dilaksanakan di GOR Tambun Selatan jalan
Kebon Kelapa Desa Tambun, mulai tanggal 20 April
2019 sampai dengan 12 Mei 2019 vang dihadiri oleh
para saksi bermandat peserta Pemilu.

b) Proses Rekapitulasi dilaksanakan dengan cara
membacakan hasil perolehan suara untuk setiap TPS
dalam satu wilayah kelurahan/desa dengan jadwal
sebagai berikut :

(a) PPWP : 20-22 April 2019
(b) DPR RI : - 23-27 April 2019
(c) DPD : 28-29 April 2019
(d) DPRD Provinsi : 30 April-3 Mei 2019
(e) DPRD Kabupaten . 05-09 Mei 2015

C. KEJADIAN KHUSUS

1)

Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu DPR RI Tingkat Kecamatan Tambun Seiatan
dilaksanakan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 Pukul
14.00 - 15.30 WIB berjalan dengan lancar. Sesaat setelah
penetapan hasil rekapitulasi tersebut, tiba-tiba masuk dari
luar gedung sekelompok orang yang kemudian diketahui
berasal dari pendukung dan simpatisan partai PDIP,
berteriak-teriak agar dilakukan pembukaan kotak, karena
menurut mereka ada dugaan atau indikasi kecurangan
yang merugikan kursi partai PDIP di dua desa, yakni Desa
Mangunjaya dan Desa Sumberjaya. Setelah mendapatkan
penjelasan dari ketua PPK Tambun Selatan selaku
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2)

3)

4)

pimpinan rapat bahwa tuduhan akan ditindaklanjuti,
sekelompok orang tersebut keluar ruangan rapat dan
suasana rapat kembali normal terkendali dan kondusif. PPK
Tambun Selatan atas persetujuan para saksi mandat
melanjutkan Rapat Pleno Terbuka untuk Pemilu DPD RI.
Rapat pleno tersebut berlangsung lancar sampai dengan
jam 17.00 WIB

Pada pukul 21.00 WIB, rapat pleno kembali dibuka untuk
melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu
DPRD Provinsi, tetapi saksi dari PDIP kembali mendesak
untuk dilakukan pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI
yang sudah ditetapkan sebelumnya di  seluruh
desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambun
Selatan. Desakan tersebut dinilai bersifat emosional karena
tidak mendasarkannya pada perbedaan hasil perolehan
suara yang tertera pada Formulir C-1 DPR-RI untuk proses
penyandingan sebagaimana di atur dalam regulasi. Rapat
pleno dilanjutkan walaupun saksi PDIP merasa tidak puas
karena keberatannya tidak di akomodir.

Pada pukul 24.00 WIB dilakukan proses mediasi antara
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi dengan PPK Tambun
Selatan yang dilakukan oleh komisioner KPU Kab. Bekasi
yang sedang melakukan monitoring dan supervise di lokasi
rapat. Hasil mediasi tersebut disepakati pembukaan kotak
suara Pemilu DPR RI untuk dua desa vaitu Desa
Mangunjaya dan Desa Sumberjaya. Proses mediasi ini
diketahui oleh para saksi lain, dan dikuti oleh Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun
Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawasiu) Kab. Bekasi,
dan Kepolisian. Realisasi kesepakatan tersebut, pada tahap
awal pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI dilakukan
hanya untuk 5 (lima) buah kotak suara (TPS) saja sebagai
sampling. Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut
dibantu oleh petugas dari Sekretariat KPU Kab. Bekasi
berlangsung hingga pukul 03.00 WIB dini hari (Sabtu, 11
Mei 2019) dan diakhiri dengan penutupan sementara rapat
pleng, karena sudah pagi hari.

Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan agenda
pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk Desa
Mangunjaya sebanyak 197 TPS yang dibagi menjadi 10
panel (kelompok kerja). Proses kegiatan tersebut
berlangsung hingga Pukul 24.00 WIB. Berdasarkan hasil
kegiatan pembukaan kotak suara untuk Desa Mangunjava
tersebut ternyata tidak terbukti adanya kecurangan
penggelembungan suara atau yang lainnya. Pada hari
Minggu, 12 Mei 2019 pukul 00.30 WIB saksi partai mandat
PDI Perjuangan meminta proses pembukaan kotak suara
Pemilu DPR RI untuk desa Sumberjaya dituntaskan
seluruhnya sebanyak 216 TPS, sedangkan para petugas



dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Pada akhirnya sesuai
saran Bawaslu Kab. Bekasi, proses pembukaan kotak suara
tersebut dibatasi sampai Minggu, 12 Mei 2019 pukul 03.00
WIB dini hari.

5) Pada Minggu 12 Mei 2019 pada pukul 11.00 WIB Rapat
Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Tambun
Selatan  dilanjutkan dengan agenda  pengesahan
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi
dengan cara membacakan perolehan suara di setiap
desa/kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten
Bekasi pada pukul 15.00 WIB. Pada saat pembacaan
perolehan hasil Pemilu DPRD Kabupaten tersebut, saksi
mandat Partai PKS meminta sanding data hasil Pemilu DPR
RI di Kelurahan Jatimulya. Sementara pada wakiu
bersamaan sekelompok massa pendukung dan simpatisan
Partai PPP yang tidak bisa masuk kedalam ruangan rapat
plenoc berkumpul di luar Gedung tempat rapat sambil
berteriak teriak sehingga suasana semakin tidak kondusif.
Mencermati perkembangan situasi tersebut, setelah selesai
pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD
Kabupaten, ketua PPK Tambun Selatan selaku pimpinan
rapat segera menutup rapat pieno dan menyatakan selesai
pada pukul 16.30 WIB. Selanjutnya dengan pertimbangan
situasi yang sangat tidak kondusif tersebut dan demi
menjaga keamanan peyelenggara pemilu, aparat kepolisian
mengevakuasi Ketua dan Anggota PPK serta Panwascam
Tambun Selatan dengan kendaaran keamanan kepolisian
Barakuda yang selanjutnya dibawa ke kantor KPU Kab.
Bekasi.

4. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 9, perihal
tidak diberikannya DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya, TERMOHON
(PPK  Tambun Selatan) menclak dalif tersebut Kkarena
sesungguhnya PPK Tambun Selatan telah memperlihatken dan
meminjamkan DAAL DPR Kelurahan Jatimulya kepada saksi
mandat PEMOHON (PKS) untuk di ketatiui dan diteliti, mengingat
formulir DAAL DPR Jatimulya tersebut saat itu belum sempat di
perbanyak karena suasana rekapitulasi sedang fokus pada proses
penghitungan hasil pembukaan kotak suara Desa Mangunijava.
Setelah di pinjam kemudian saksi mandat partai PKS
mengembalikan DAAL DPR Desa Jatimulya tersebut kepada PPK
Tambun Selatan untuk selanjutnya di perbanyak dan diserahkan
kepada selurun saksi mandat dalam waktu yang tidak bersamaan.
Pada saat DAA1 DPR Desa Jatimulya telah diserahkan kepada
seluruh saksi mandat tidak ada pangajuan keberatan dari para
saksi lainnya.

5. Bahwa PEMOHON mendaiilkan dalam permohonan nalaman 10
s.d. 12 tentang Persandingan Perolehan Suara DPR-RI Partai
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NASDEM di Kelurahan Jatimulya, Versi C1-DPR VS Versi DAA1-DPR
di lokasi : TPS 1 s.d. TPS 233, yang pada pokoknya menyebutkan
Jumlah Suara versi C1-DPR sebesar 1423, Jumlah suara versi
DAA1-DPR sebesar 5510. Sehingga terjadi selisih
[penggelembungan] suara Partai Nasdem sebesar 4087 suara
(Vide : Tabel 3 permohonan a guo) adalah tidak benar;

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan rekapiitulasi
hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon terhadap
perolehan suara Partai NASDEM, sebagaimana tercantum dalam
data hasil rekapitulasi mulai dari Formulir DA1-DPR, hingga
Rekapitulasi tingkat nasional milik TERMOHON di tiap-tiap TPS
sudah sesuai. Vide, (vide, Bukti T-001-BEKASI VII-PKS-10-08-12
sampai dengan T- 005-BEKASI VII-PKS-10-08-12.

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan angka 5 halaman 13
menyatakan PEMOHON selalu mengajukan keberatan pada
setiap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, mulai
dari Tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Bekasi, Tingkat KPU
Provinsi Jawa Barat, tingkat Bawasliu Provinsi Jawa Barat, tingkat
KPU RI hingga tingkat Bawaslu RI.

Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa terkait dengan adanya keberatan PEMOHON, diawali
adanya permintaan sanding data hasil pemilu DPR RI di
kelurahan Jatimulya oleh saksi mandat Partai PKS, vyang
sesungguhnya pada saat itu akan dilakukan penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPR RI Tingkat
Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 10 Mei 2019, PPK
Tambun selatan telah memohon persetujuan kepada seluruh
saksi mandat. Pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi
mandat PKS dan saksi mandat peserta Pemilu lain, kecuali dari
saksi mandat PDI Perjuangan vang setelah ditindaklanjuti
terbukti tidak ada penggelembungan suara sebagaimana yang
dituduhkan. Baru setelah penetapar tersebut, pada tanggal 12
Mei 2019, saksi mandat PKS mengajukan permintaan sanding
data, padahal proses penetapan hasil Pemilu DPR RI sudah
selesai. Sebagai upaya merespon permintaan saksi mandat
PKS, PPK Tambun Selatan menyampaikan bahwa akan
dilaksanakan setelah pembacaan rekapitulasi hasil peroiehan
suara Pemilu DPRD Kabupaten. Situasi akhir seteiah penetapan
hasil  Pemilu DPRD Kabupaten ternyata ftidak dapat
melaksanakan proses sebagaimana diinginkan oleh saksi
mandat PKS. Mengingat waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi
telah berakhir.

2) Bahwa saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten
Bekasi pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 21.30 wib, rapat
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3)

4)

5)

dibuka dan berjalan tanpa ada interupsi apa pun dari saksi
mandat Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bekasi yang
hadir, termasuk saksi mandat PKS.

Setelah selesai pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI,
DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bekasi,
pimpinan rapat pleno mempersilahkan kepada Saksi Peserta
Pemilu untuk menyampaikan tanggapan. Selanjutnya, saksi
mandat PKS mengajukan permohonan penyandingan data
antara Form C1.KPU vyang dimiliki PKS dengan DAA-1.KPU
yang dimiliki PPK Tambun Selztan. Atas dasar Regulasi,
Pimpinan rapat pleno tidak dapat mengabulkan permchonan
tersebut dengan pertimbangan mendasarkan  kepada
Peraturan KPU RI nomor 4/2019 pasal 52 huruf (b) bahwa
proses  penyandingan di  rekapitulasi  tingkat KPU
Kabupaten/kota hanyalah terkait perbedaan data DA-1.KPU.
Selain itu, pimpinan rapat mempertimbangkan bahwa batas
waktu akhir rekapitulasi harus selesai malam tersebut
mengingat tanggal 13 Mei 2019 harus segera dilakukan pleno
di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, KPU
Kabupaten Bekasi melalui Pimpinan Sidang meminta pendapat
kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Bawaslu Kabupaten Bekasi
meminta kepada Pimpinan Sidang untuk mencatat keberatan
Saksi PKS dimaksud ke dalam Form Model DB2-KPU dan
Pimpinan Sidang dapat melanjutkan rapat pleno. Untuk
selanjutnya saksi mandat PKS tetap mengikuti proses rapat
pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
tingkat KPU Kabupaten Bekasi sampai selesai hingga tanggal
13 Mei 2019 pukul 04.30 wib.

Setelah selesai proses Rekapitulasi, para Saksi Peserta Pemilu
diminta melakukan penandatanganan dokumen Berita Acara
dan dokumen rekapitulasi lainnya. Namun, pada saat akan
dilakukan penandatanganan dokumen DB-1.KPU, saksi mandat
PKS menolak untuk mendandatanganinya. Selanjutnva
pimpinan rapat pleno mempersilahkan kepada saksi mandat
PKS untuk menandatangani keberatan tersebut yang tertuang
dalam formulir DB-2.KPU.

Rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat unfuk KPU
Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada pukul 10.30 wib sesaat
setelah Tim KPU Kabupaten Bekasi tiba di ruang Rapat Pleno
KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat pleno di tingkat KPU
Provinsi Jawa Barat tersebut, seluruh dokumen Form Model
DB-Z.KPU dibacakan termasuk Form Model DB-2.KPU dari
saksi mandat PKS. Selanjutnya, pimpinan rapat pleno tingkat
KPU Provinsi Jawa Barat tidak melakukan penyandingan data
sesuai keinginan saksi mandat PKS dengan mendasarkan
kepada regulasi dan peraturan. Atas dasar inilah saksi mandat
PKS mengajukan keberatan dan melaporkan KPU Kabupaten
Bekasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



6)

7)

Bahwa fakta hukum adanya Keputusan hasil sidang cepat
Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Mei 2019, yang mana
Putusannya menyebutkan sebagai berikut :

1. Menyatakan KPU Bekasi secara sah dan meyakinkan melakukan
Pelanggaran Administratif Pemily e
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kap. Bekasy,

Dengan demikian, telah menjadi fakta hukum bahwa KPU
Kabupaten Bekasi melakukan pelanggaran administrative
pemilu, tanpa ada perintah ataupun rekomendasi melakukan
proses penyandingan. (vide, Bukti T-006-BEKASI VII-PKS-10-
08-12)

Bahwa terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
tersebut pada angka 6) di atas, PEMOHON mengajukan
keberatan dan hingga saat ini perkaranya masih dalam proses
pemeriksaan di BAWASLU RI.

2.1.2. KABUPATEN INDRAMAYU
DAERAH PEMILIHAN INDRAMAYU 3

1.

Bahwa berdasarkan Form. DB.1, Rekapitulasi perolehan suara
partai politik untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Indramayu

dari Daerah Pemilihan Indramayu 3, adalah sebagaimana tabel
berikut ini :

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DAPIL INDRAMAYU 3

No. PARPOL Perolehan Suara ;
1. | PKB 16.372 |
| 2. | GERINDRA : 14.722 J:
' 3. | PDI PERJUANGAN 19.164 |
4. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 70.735
5. | PARTAI NASDEM 13.950 ]
| 6. | PARTAI GARUDA 747 N
BERKARYA 3579 —
R -y v ;[
9. |PERINDO | 9.947 !
10 [PPP Ta1es ]
11 | PSI 1246 B “,

fmh
w



12. |PAN 2.389

13. | HANURA 8.672

14. | DEMOKRAT 15.033

16. |PBB 248

20. | PKPI 101
JUMLAH 190.848

(Vide, Bukti T.001-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

2. Bahwa dalam dalil

permohonannya,

Pemohon menyebutkan

adanya selisih suara yang berdampak pada perolehan kursi partai
politik untuk pegisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu,

Dapil Indramayu 3, vaitu :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN
KURSI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
(BERDASARKAN DB-1)
NAMA SUARA SAH DAN KURSI PARTAI
NO.| PARTAI POLITIK SELL
SIH
POLITIK ' TERMOHON|KURSI |PEMOHON |KURSI
1. | PKB 16.372 1 16.372 1 -
2. | GERINDRA 14.722 1 14.722 1 -
3 | PDIP 19.164 1 19.164 1 .
4 | GOLKAR 70.735 4 70.735 4 -
5 | NASDEM 13.950 1 13.950 1 -
6 | GARUDA 747 - 747 - -
7 | BERKARYA 3.579 ) 3.579 - -
8 | PKS 9.803 - 9.940 1 137
S | PERINDO 9.947 1 9.888 = 59
10 [PPP 4.169 . 4.169 . s
11 |PSI 1.246 = 1.246 - -
12 [PAN 2.389 - 2.389 - -
13 | HANURA 8.672 - 8.672 - =
14 | DEMOKRAT 15.033 - 15.033 - -
15 |PBB 219 - 219 = .
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PKPI 101 - 101 = -

I |

JUMLAH 190.848 10 190.925 10

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai adanya selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

i

Bahwa terjadi pengurangan peroiehan suara PEMOHON di 7
Kecamatan di Kabupaten Indramayu sebanyak 137 suara
adalah tidak benar;

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai
Perindo di 6 Kecamatan di Kabupaten Indramayu sebanyak 59
suara adalah tidak benar;

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan angka 2 halaman
21 pada pokoknya mengenai adanya kesalahan dalam
penghitungan perolehan suara PEMOHON pada Form DBi
yaitu sebanyak 9.803 suara, padahal berdasarkan Formulir C1
milik PEMOHON, seharusnya Perolehan Suara Pemohon
adalah  9.940 suara, sehingga terdapat selisih atau
pengurangan sebanyak 137 suara adalah tidak benar;

Bahwa dalil PEMOHON vyang menyatakan bahwa Partai
Perindo dalam Form DB1 memperoleh suara sebanyak 9.947
suara, padahal seharusnya mempernleh sebanyak 9.888 suara,
sehingga terdapat selish atau adanya penambahan
(penggelembungan) pada suara Partai Perindo sebanyak 59
suara adalah tidak benar;

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa jika
TERMOHON tidak melakukan pelanggaran diantaranya
dengan melakukan kesalahan input perolehan suara partai,
maka seharusnya TERMOHON memasukan selish atrau
kekurangan 137 suare kepada PEMOHON (PKS), maka
PEMOHON (PKS) memperoleh 9.940 suara dan memperoleh
kursi ke-10, sedangkan Partai Perindo oleh karena
memperoleh  Penggelembungan atau Penambahan  Suara
sebanyak 59 suara, maka seharusnya suara Partai Perindo
9.947 dikurangi 59, sehingga peroleh suara Partai Perindc
yang benar sebanyak 5.888 suara. {vide : Tabel 1 Permohonan
a guo) adalah tidak benar:

Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian
yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Ketidakbenaran Dalil PEMCHON Tentang Tuduhan
Peggelembungan Perolehan Suara Partai Persatuan
Indonesaia (PERINDQ)

1. KECAMATAN BANGODUA
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Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD  KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
BANGODUA
TERMOHON PEMOHON
NO. PARPOL
Ci DAA1 Ci DAAL
1. |PERINDO 3 3 1 3

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di
atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1)

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai

Persatuan Indonesia (PERINDQ) di TPS 03 Desa

Rancasari Kecamatan Bangodua sebanyak 2 suara

adalah tidak benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan
Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 3 Suara;
(Vide Bukti Surat : T-053-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-030-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

2. KECAMATAN WIDASARI

Tabel 4.2 PERSANDINGAN PERCLEHAN SUARA

PARTAIX POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU DI

KECAMATAN WIDASARI

!
NO | DESA | TP5 | PARTAI

TERMOHON PEMOHON

; | CL | DAAL | C1 | DAA1
| |

1.

Bunder a4 i1 11 6 11
PERINDO

2.

w

*Kasmaraaﬁ 0 L 28 | 28 18 | 28

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1)

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 04 Desa
Bunder Kecamatan Widasari sebanyak 5 suara adalah
tidak benar;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan C1 dan DAAL
Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo
sebesar/sebanyak 11 Suara (Vide Bukii Surat : T-031-
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2)

Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-012-Indramayu 3-
PKS-10-08-12)

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 05 Desa
Kasmaran Kecamatan Widasari sebanyak 10 suara
adalah tidak benar;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan C1 dan DAA1
Jumiah Perolehan Suara Partai Perindo
sebesar/sebanyak 28 Suara (Vide Bukti Surat: T-032-
Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-013-Indramayu 3-
PKS-10-08-12)

Bahwa merupakan fakta, Kejadian tersebut adalah
mumi kesalahan penulisan administrasi di tingkat KPPS
karena situasi dan kondisi yang melelahkan, bukan
unsur kesengajaan untuk penggelembungan ataupun
pengurangan perolehan suara partai tertentu (Perindo).
Atas permasalahan tersebut di atas telah dilakukan
pembetulan pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK
Kecamatan Widasari dengan disaksikan oleh saksi
semua parpol yang hadir dan Tim Panwascam
Widasari. (Vide Bukti Swrat T-005-Indramayu 3-PKS-
10-08-12)

3. KECAMATAN KERTASEMAYA
Tabel 4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KXEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU DI

KECAMATAN KERTASEMAYA

NO DESA TPS | PARTAI

TERMOHON PEMOHON

Ci DAAL Ci DAAL
1. | Jengkok 04 26 26 16 26
2. lLemahayu 09 | PERINDO | 16 16 a 16
3. | Tenajar 01 2 2 1 2

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisin suara

di
i 48

atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:
Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDQ) di TPS 04 Desa
Jengok Kecamatan Kertasemaya sebanyak 10 suara
adalah tidak benar,
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Merupakan fakta hukum, berdasarkan Ci
dan DAAl Jumlah Perolehan Suara Partai
Perindo sebesar/sebanyak 26 Suara; (Vide
Bukti Surat . T-036-Indramayu 3-PKS-10-08-
12 dan T-016-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDC) di TPS 09 Desa
Lemahayu Kecamatan Kertasemaya sebanyak 16
suara adalah tidak benar;

Vo

Merupakan fakta hukum, berdasarkan C1
dan DAA1l Jumlah Perolehan Suara Partai
Perindo sebesar/sebanyak 16 Suara (Vide
Bukti Surat : T-037-Indramayu 3-PKS-10-08-
12 dan T-017-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

3 Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDQ) di TPS 01 Desa
Tenajar Kecamatan Ketasemaya sebanyak 1 suara
adalah tidak benar;

»

Merupakan fakta hukum, berdasarkan Ci
dan DAAl Jumiah Perolehan Suara Partai
Perindo sebesar/sebanyak 2 Suara ( Vide Bukt/
Surat . T-038-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan
T-018-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

4. KECAMATAN SLIYEG

Tabel 4.4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU DI

KECAMATAN SLIYEG

NO DESA TPS | PARTAIL

TERMOHORN PEMOHON

Ci | DAAL | C1 | DAAL
i. | Tambi Lor 03 9 g 8 9
2. | Slemantior | 10 | PERINDO | 17 17 7 17
3. | Tugu 05 14 14 13 14

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara

di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDC) di TPS 03 Desa
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Tambi Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara
adalah tidak benar;

y

Merupakan fakta hukum, berdasarkan
data pada model C1 DPRD dan DAA1-DPRD
Kabupéten/Kota perolehan suara Partai
Perindo dan calon anggota legislatif di TPS 03
Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten
Indramayu berjumlah 9 (Sembilan) suara,
bukan 8 (delapan) suara. Sehingga tidak ada
indikasi penggelembungan suara untuk partai
Perindo di TPS 03 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu (Vide Bukti
Surat . T-042-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan
T-020-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 10 Desa
Sleman Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 10 suara
adalah tidak benar;

Vs

Merupakan fakta hukum, berdasarkan
Salinan C1i dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara
Partai Perindo sebesar/sebanyak 17 Suara
(Vige Bukti Surat : T-046-Indramayu 3-PKS-
10-08-12 dan T-023-Indramayu 3-PKS-10-08-
1Zy;

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 05 Desa
Tugu Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara adalah
tidak benar;

Merupakan fakta hukum, berdasarkan C1
dan DAA1l Jumlah Perolehan Suara Partai
Perindo sebesar/sebanyak 2 Suara ( Vide Bukti
Surat : T-044-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan
T-021-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

5. KECAMATAN JATIBARANG
Tabel 4.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
JATIBARANG

NO.

TERMOHON | PEMOHON
PARPOL

Ci | DAA1 Ci DAAL
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1.

‘i

|PERINDO 6 5 4 6

|

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

e

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDQ) di TPS 06 Desa
Jatisawit Kecamatan Jatibarang sebanyak 2 suara
adalah tidak benar;

;.

Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan
Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 6 Suara
(Vide Bukti Surat : T-048-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-025-Indramayu 3-PKS-10-08-12).

6. KECAMATAN TUKDANA
Tabel 4.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
TUKADANA

TERMOHON PEMOHON

NO. PARPOL
C1 DAAL C1 DAAL
1. |PERINDO 11 11 10 11

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai
Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 13 Desa
Sukaperna Kecamatan Tukdana sebanyak 1 suara
adalah tidak benar;

>

Bahwa merupakan fakta hukum,
perolehan suara Partai Perindo pada Salinan
Cl untuk perolehan suara partai dan caleg
tertulis 11 (sebelas) suara. Sedangkan di
model DAAL dan DAl juga tertulis 11
(sebelas) suara. Hanya ada kesalahan
penulisan pada salinan Model C1 untuk
perolehan suara caleg Perindo nomor urut 3
nama Ana Diana, S. Pd. yang seharusnya
mendapat 1 (satu) suara tapi tidak tertulis.
Sedangkan di C1 Plano perolehan suara caleg
Perindo nomor urut 3 nama Ana Diana, S.Pd
tertulis 1 (satu). Dengan demikian dalam
rekap jumlah perolehan suara partai dan
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caleg di TPS 13 Desa Sukaperna tidak ada
penggelembungan suara;

Bahwa kesalahan penulisan administrasi di
tingkat KPPS terjadi karena situasi dan kondisi
yang sangat melelahkan, bukan unsur
sengaja untuk maksud penggelembungan
atau pengurangan suara;

Bahwa adanya kekeliruan tersebut sudah
diperbiki pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada
Pemilu 2019 di tingkat PPK Kecamatan
Tukdana disaksikan oleh para saksi dan
panwaslucam Tukdana (Vide Bukti Surat : T-
052-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-029-
Indramayu 3-PKS-10-08-12).

B. Ketidakbenaran Dalil PEMOHON Tentang Tuduhan
Pengurangan Perolehan Suara PEMOHON (PKS)

1. KECAMATAN BANGODUA
Tabel 4.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
BANGODUA

I PEROLEHAN SUARA

| NO DESA TPS

| TERMOHON | PEMOHON

iLl. Sukamulya G 1 2

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON
di TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Bangodua
sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

;

Bahwa merupakan fakta hukum, di
Kecamatan Bangodua tidak ada nama Desa
Sukamulya (Wide Bukti Surat : T-0ii-
Indramayu 3-PKS-10-08-12).

2. KECAMATAN WIDASARI
Tabel 4.8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON PENGISIAN
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KEANGGOTAAN
INDRAMAYU DI KECAMATAN WIDASARI

DPRD

KABUPATEN

PEROLEHAN SUARA |
NO DESA TPS
TERMOHON | PEMOHON
| 1. {Bunder 04 5 8

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di
atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON
di TPS 04 Desa Bunder Kecamatan Widasari sebanyak
3 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1l Jumlah Perolehan
Suara PEMOHON sebesar/sebanyak 5 Suara
(Vide Bukti Surat : T-031-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-012-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

3. KECAMATAN KERTASEMAYA
Tabel 4.9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHORN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
KERTASEMAYA
PEROCLEHAN SUARA
NO DESA TPS
TERMOHON PEMOHON
1. |Tenajar Lor | 03 50 101
2. Larangan | 05 2 7
3. |Jambe ' 07 g 48
L |

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adaiah sebagai berikut:

L

Bahwa terjadinya pengurangan suara  bagi

PEMOHON di TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan

Kertasemaya sebanyak 50 suara adalah tidak

benar;

e Bahwa merupakan fakta hukum, di TPS 03
Desa Tenajar Lo Kecamatan Kertasemavya
Kabupaten Indramayu melaksanakan
penghitungan ulang pada saat Acara Rapat
Pleno Terbuka Rekapituiasi Hasil Perolehan
Suara Pada Pemilu 2019 tingkat PPK
Kecamatan Kertasemaya:;
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Penghitungan Ulang pada TPS 03 Desa Tenajar
Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten
Indramayu dilaksznakan pada hari  Senin
Tanggal 22 April 2019 yang dilaksanakan mulai
Pukul "18.30 WIB - 23.30 WIB dengan
menghitung perolehan surat suara dari dalam
kotak suara untuk tiga jenis pemilihan, vaitu
DPR  RI, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;
Perhitungan ulang perolehan suara
berdasarkan surat suara disetiap kotak
tersebut di atas dilakukan karena :
o Kekeliruan menulis/memeriksa suara partai
dan suara Caleg dari semua parta politik
yang dilakukan oleh KPPS dengan
persetujuan PTPS pada C1 Plano dan
Lampiran Berita Acara C1;
Kekeliruan tersebut terjadi pada semua
surat suara vyang dicoblos pada kolom
gambar partai dan yang dicoblos pada
kolom nomor/nama caleg dicatat dan
dihitung sebagai perolehan suara partai
politik dan juge dicatat sebagai perolehan
suara caleg. Dengan demikian perolehan
suara dan jumiah suara sah yang masuk
menjadi tidak sesuai;

o Seharusnya jika terjadi pencoblosan pada
gambar partai polittk dan  kolom
nomor/nama caleg dari partai politik
tersebut dihitung sebagai perolehan suara
caleg yang bersangkutan;

o Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK, PPS,
KPPS 03 Tenajar Lor, Panwascam
Kertasamaya, PKD Tenajar Lor dan PTPS
serta para  saksi dan  MUSPIKA
menyepakati untuk melakukan
penghitungan ulang surat suara langsung
dari kotak TPS 03;

Bahwa sebelum dilakukan Penghitungan Suara

Ulang (PSU) jumlah suara sah Parpol dan Calon

sejumiah 101 sedangkan setelah dilakukan PSU

jumiah suara sah parpol dan calon sejumiah

50,

(Vide Bukti Surat : T-033-Indramayu 3-PKS-10-

08-12 dan T-014-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

O
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Penghitungan Ulang pada TPS 03 Desa Tenajar
Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten
Indramayu dilaksanakan pada hari Senin
Tanggal 22 April 2019 yang dilaksanakan mulai
Pukul 1830 WIB - 23.30 WIB dengan
menghitung perolehan surat suara dari dalam
kotak suara untuk tiga jenis pemilihan, yaitu
DPR  RI, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

Perhitungan ulang perolehan suara

berdasarkan surat suara disetiap kotak

tersebut di atas dilakukan karena :

o Kekeliruan menulis/memeriksa suara partai
dan suara Caleg dari semua parta politik
yang dilakukan oleh KPPS dengan
persetujuan PTPS pada C1 Plano dan
Lampiran Berita Acara C1;

o Kekeliruan tersebut terjadi pada semua
surat suara yang dicoblos pada kolom
gambar partai dan yang dicoblos pada
kolom nomor/nama caleg dicatat dan
dihitung sebagai perolehan suara partai
politik dan juga dicatat sebagai perolehan
suara caleg. Dengan demikian perolehan
suara dan jumlah suara sah yang masuk
menjadi tidak sesuai:

o Seharusnya jika terjadi pencoblosan pada
gambar partai politk dan  kolom
nomor/nama caleg dari partai politik
tersebut dihitung sebagai perolehan suara
caleg yang bersangkutan;

o Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK, PPS,
KPPS 03 Tenajar Lor, Panwascam
Kertasamaya, PKD Tenajar Lor dan PTPS
serta para saksi dan  MUSPIKA
menyepakati untuk melakukan
penghitungan ulang surat suara langsung
dari kotak TPS 03;

Bahwa sebelum dilakukan Penghitungan Suara

Ulang (PSU) jumlah suara sah Parpol dan Calon

sejumiah 101 sedangkan setelah dilakukan PSU

jumlah suara sah parpol dan calon sejumiah

50.

(Vide Bukti Surat : T-033-Indramayu 3-PKS-10-

08-12 dan T-014-Indramayu 3-PKS-10-08-12)
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Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi

PEMOHON di TPS 05 Desa Larangan Jambe

Kecamatan Kertasemaya sebanyak 5 suara adalah

tidak benar;

» Bahwa  merupakan fakita  hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1l Jumliah Perolehan
Suara PEMOHON sebesar/sebanyak 2 Suara
(Vide Bukti Surat : T-034-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-015-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa terjadinya pengurangan suara  bagi
PEMOHON di TPS 07 Desa Larangan Jambe
Kecamatan Kertasemaya sebanyak 40 suara adalah
tidak benar;

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1
dan DAA1l Jumlah Perolehan Suara PEMOHON
sebesar/sebanyak 8 Suara (Vide Bukti Surat : T-035-
Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-015-Indramayu 3-
PKS-10-08-12);

4. KECAMATAN SLIYEG
Tabel 4.10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHORN
DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN SLIYEG

PEROLEHAN SUARA
NO DESA TPS
TERMOHON PEMOHON
1. |Sudikampiran 01 . 4
2 10 5 14
Tambi Lor ;
3. 12 7 18
4. |Tugu 04 1
5. |Mekargading 05 6 7

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi

PEMOHON di TPS 01 Desa Sudikampiran

Kecamatan Sliveg sebanyak 2 suara adalah tidak

benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, terdapat
permohonan dari Saksi Parta Keadiian
Sejahtera (PKS) di wilayah Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Desa Sudikampiran pada
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Pemilihan Umum Tahun 2019, tepatnya di TPS

01 Desa Sudikampiran, suara Calon Anggota

DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3 dari Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 nama

Aniek Maliha, SKM memperoleh 2 suara dan

Caleg Nomor urut 9 nama Hj. Wigoyah, S.Psi

memperoleh 2 sehingga data yang ada pada

Saksi PKS berjumlah : 4 (Emipat) Suara.

Hasil Sebenarnya adalah sebagai berikut:

o Sesuai dengan hasil perolehan suara yang
ditulis di C.1 Plano Caleg No. urut 9 nama
Hj. Wiqoyah, S.Psi tidak memperoleh
suara/kosong, sehingga  dilakukan
perbaikan pada Model C.1 sertifikat;

o Adapun perolehan suara Caleg PKS no.
urut 3 nama Aniek Maliha, SKM tetap
berjumiah 2 sesuai dengan perolehan
suara yang ditulis di C.1 Plano.

o Sehingga Jumlah total perolehan suara
PEMOHON di C1, dan Model DAA1 pada
TPS 01 Desa Sudikampiran Kecamatan
Sliyeg adalah 2 (dua) Suara (Vide Bukti
Surat : T-039-Indramayu 3-PKS-10-08-12
dan T-019-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

\‘//

Bahwa terjadinya pengurangan suara  bagi
PEMOHON di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg sebanyak 9 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan data pada C1 dan model DAAL-
DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai
Keadilan sejahtera (PKS) dan calon anggota
legislatif di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu berjumiah 5
(lima) suara, bukan 14 (empat belas) suara
(Vide Bukti Surat: T-040-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-020-Incramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
PEMOHON di TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg sebanyak 9 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum, adanva
kesalahan dalam penginputan data pada model
DAA1 DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan
oleh PPS Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu dalam menghitung
jumiah suara tidak sah;
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» Jumiah suara sah yang sebenarnya adalah 14
(empat belas) suara bukan 15 (lima belas)
suara. Dan jumlah seluruh suara sah
sebenarnya 184 (seratus delapan puluh empat)
bukan 183 (seratus delapan puluh tiga) suara;

»  Sehingga ada keszlahan pada hasil perolehan
suara di TPS 12 (dua belas) pada peserta
pemilu legislatif kabupaten/kota partai nomor
urut 8 (PKS), yang sebenarnya berjumlah 8
(delapan) suara terinput 7 (tujuh) suara;

»  Kesalahan ini terjadi pada penginputan suara
calon anggota legisiatif DPRD Kabupaten
Indramayu nomor urut 8 atas nama Eko
Mujiono yang sebenarnya 1 (satu) suara
tertulis O (nol) suara (Vide Bukti Surat: T-041-
Indramayu  3-PKS-10-08-12 dan  T-020-
Indramayu 3-PKS-10-08-12).

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi

PEMOHON di TPS 04 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg

sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan
Suara PEMOHON sebesar/sebanyak 1 Suara
(Vidge Bukti Surat : T-043-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-021-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa terjadinya pengurangan  suara bagi

PEMOHON di TPS 05 Desa Mekargading Kecamatan

Sliyeg sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum, ada
pengajuan gugatan bermula dari Saksi Parta
Keadilan  Sejahtera (PKS) di Tempat
Pemungutan Suara 05 tertulis pada Lembar
2antu Rekap Suara PKS dan Suara Caion
Legislatif memperoleh : 7 (tujuh) Suara. Terdiri
dari:

)
>xs

Suara partai memperoieh 2 suara
Calen nomor urut 1 memperoleh 1 suara
Calon nomor urut 2 memperoleh 2 suara
Calon nomor urut 3 mempercleh 1 suara,
dan
% Calon nomor urut 8 atas nama E£AC
MUITONO memperoleh: 1 suara
»  Merupakan fakta hukum, Berdasarkan pada
Model C1 dan Model DAAL Partai Keadilan

@

G

o
*

©,
g
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2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
PEMOHON di TPS 05 Desa Larangan Jambe
Kecamatan Kertasemaya sebanyak 5 suara adalah
tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan
Suara PEMOHON sebesar/sebanyak 2 Suara
(Vide Bukti Surat : T-034-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-015-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi

PEMOHON di TPS 07 Desa Larangan Jambe
Kecamatan Kertasemaya sebanyak 40 suara adalah
tidak benar;
Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1
dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara PEMOHON
sebesar/sebanyak 8 Suara (Vide Bukti Surat: T-035-
Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-015-Indramayu 3-
PKS-10-08-12);

4. KECAMATAN SLIYEG

Tabel 4.10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHORN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN SLIYEG

PEROUCLEHAN SUARA
NO DESA TPS
TERMOHON PEMOHON
1. {Sudikampiran 01 2 <
2 10 5 14
Tambi Lor
s 12 7 18
4. |Tugu 04 1 1
5. [Mekargading 05 6 7

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
PEMOHON di TPS 01 Desa Sudikampiran
Kecamatan Sliveg sebanvak 2 suara adalah tidak
benar; .
> Bahwa merupakan fakta hukum, terdapat

permohonan dari Saksi Parta Keadilan
Sejahtera (PKS) di wilayah Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Desa Sudikampiran pada
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Pemilinan Umum Tahun 2019, tepatnya di TPS
01 Desa Sudikampiran, suara Calon Anggota
DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3 dari Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 nama
Aniek Maliha, SKM memperoleh 2 suara dan
Caleg Nomor urut 9 nama Hj. Wigoyah, S.Psi
memperoleh 2 sehingga data yang ada pada

Saksi PKS berjumlah : 4 (Empat) Suara.
- Hasil Sebenarnya adalah sebagai berikut:

o Sesuai dengan hasil perolehan suara yang
ditulis di C.1 Plano Caleg No. urut 9 nama
Hj. Wigoyah, S.Psi tidak memperoieh
suara/kosong, sehingga  dilakukan
perbaikan pada Model C.1 sertifikat;

o Adapun perolehan suara Caleg PKS no.
urut 3 nama Aniek Maliha, SKM tetap
berjumiah 2 sesuai dengan perolehan
suara yang ditulis di C.1 Plano.

o Sehingga Jumlah total perolehan suara
PEMOHON di C1, dan Model DAA1 pada
TPS 01 Desa Sudikampiran Kecamatan
Sliyeg adalah 2 (dua) Suara (Vide Bukti
Surat : T-039-Indramayu 3-PKS-10-08-12
dan T-019-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
PEMOHON di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg sebanyak 9 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan data pada C1 dan model DAAL-
DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai
Keadilan sejahtera (PKS) dan calon anggota
iegislatif di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan
Siiyeg Kabupaten Indramayu berjumlah 5
(lima) suara, bukan 14 (empat belas) suara
(Vide Bukti Surat: T-040-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-020-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

Bahwa teijadinya pengurangan suara  bagi
PEMOHON di TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan
Sliyeg sebanyak 9 suara adalah tidak benar;

» Bahwa merupakan fakiaz hukum, adanva
kesalahan dalam penginputan data pada model
DAAL DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan
oleh PPS Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg
Kabupaten Indramayu dalam menghitung
jumiah suara tidak sah;



Sejahtera (PKS) memperoleh : 6 (enam)
Suara. Terdiri dari:

Suara partai memperoleh 2 suara

Calon nomor urut 1 memperoleh 1 suara
Calon nomor urut 2 memperoleh 2 suara
Calon nomor urut 3 memperoleh 1 suara,
untuk Calon nomor urut 8 atas namea
EKO MUJIONO Uidak memperoleh
SUARA

(Vide Bukti Surat : T-045-Indramayu 3-
PKS-10-08-12 dan T-022-Indramayu 3-
PKS-10-08-12)
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5. KECAMATAN JATIBARANG
Tabel 4.11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHORN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN
JATIBARANG
PEROLEHAN SUARA
NO DESA TPS
TERMOHON | PEMOHON
1. |Jatibarang 12 3 4

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di
atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON

di

TPS 12 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang

sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Vg

Bahwa merupakan fakta hukum,
berdasarkan C1 dan DAA1l Jumlah Perolehan
Suara PEMOHON sebesar/sebanyak 3 Suara
(Vide Bukti Surat : T-047-Indramayu 3-PKS-10-
08-12 dan T-024-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

6. KECAMATAN SUKAGUMIWANG
Tabei 4.12 PERSANDINGAN PEROQLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON

DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN

SUKAGUMIWANG

NO

PEROLEHAN SUARA
DESA TPS

TERMOHON | PEMOHON




|
|

Bondan 16 i 0

1.
2

Sukagumiwang 12 14 &

L]

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

i

Bahwa terjadinya pengurangan  suara bagi

PEMOHON di TPS 16 Desa Bondan Kecamatan

Sukagumiwang sebanyak 1 suara adalah tidak

benar;

> Bahwa merupakan fakta hukum, Perolehan
suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada
salinan Model C1-DPRD Kab/Kota vang dimiliki
saksi PKS tertulis 1, sedangkan di Model DAA1-
DPRD Kab/Kota tertulis 0. Perbedaan hasil
perolehan suara tersebut adalah murni
kesalahan penulisan administrasi di tingkat
KPPS karena situasi dan kondisi yang sangat
melelahkan, bukan unsur sengaja untuk
pengurangan perolehan suara;

»  Atas kesalahan tersebut sudah dilaksanakan
pembetulan pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK
Kecamatan Sukagumiwang dengan disaksikan
oleh semua saksi parpol yang hadir dan Tim
Panwascam Sukagumiwang ( Vide Bukti Surat -
T-049-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-026-
Indramayu 3-PKS-10-08-12).

Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi

PEMOHON di TPS 12 Desa Sukagumiwang

Kecamatan Sukagumiwang sebanyak 12 suara

adalah tidak benar;

»  Bahwa merupakan fakta hukum, Perolehan
suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada
salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki
saksi PKS tertulis 14, sedangkan di Model
DAAL-DPRD Kab/Kota tertulis 2. Perbedaan
hasil perolehan suara tersebut adalah murni
kesalahan penulisan administrasi di tingkat
KPPS karena situasi dan kondisi yang sangat
melelahkan, bukan unsur sengaja untuk
pengurangan perolehan suara;

»  Atas kesalahan tersebut sudah dilaksanakan
pembetulan di Rapat Pleno Tingkat PPK
Kecamatan Sukagumiwang disaksikan oleh
semua saksi parpol yang hadir dan Tim
Panwascam Sukagumiwang ( Vide Bukii Surat
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T-050-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-027-
Indramayu 3-PKS-10-08-12).

7. KECAMATAN TUKDANA

Tabel 4.13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
INDRAMAYU DI KECAMATAN TUKDANA

' PEROLEHAN SUARA
NO DESA TPS

TERMOHON | PEMOHON

1. (Sukamulya 15 1 2

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisin suara
di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
PEMOHON di TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan
Tukdana sebanyak 1 suara adalah tidak benar:

b Bahwa merupakan fakta hukum, Salinan
model C1 jumlah perolehan suara partai dan
caleg PKS tertulis 1 (satu). DAALl dan DAl
jumlah perolehan suara partai dan caleg PKS
tertulis 1 (satu). Dengan demikian dalam rekap
jumlah perolehan suara partai dan caleg di TPS
15 Desa Sukamulya tidak ada yang kehilangan
suara (Vide Bukti Surat . T-051-Indramayu 3-
PKS-10-08-12 dan T-028-Indramayu 3-PKS-10-
08-12).

C. Tanggapan TERMOHON Terhadap Dalil PEMOHON
Bersifat Kualitatif

1.

Bahwa dalil permchonan PEMOHON pada angka 3 poin 1)
dan 2) halaman 22, yang pada pokoknya mendalilkan Pada
tanggal 19 April 2019 dilakukan Rekapitulasi Perhitungan
Suara Pemilihan Legislatif di Tingkat Kecamatan/PPK
Bangodua, Widasari, Kertasemaya, Sliyeg, Jatibarang,
Sukagumiwang, dan Tukdana. Dimana Prosas Rekapitulasi
dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dengan
pertimbangan belum siapnya penvelenggara [Termohon]
maupun Saksi PPK, lalu dimulai lagi hari Minggu 21 Maret
2019 adalah tidak benar ;
< Merupakan fakta hukum, pelaksanaan Rekapitulasi
di Kecamatan Bangodua, Widasari, Sliyeg, Jatibarang,
Sukagumiwang, dan Tukdana berjalan lancar dan tidak
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ada keberatan dari para saksi. Bawaslu Kabupaten
Indramayu hanya menghentikan proses Rekapitulasi
Penghitungan Suara di "PS 03 Desa Tenajar Lor
Kecamatan Kertasemaya karena terjadi kekeliruan
Penghitungan Ulang pada TPS 03 Desa Tenajar Lor
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April 2019
yang dilaksanakan mulai Pukul 18.30 WIB — 23.30 WIB
dengan menghitung perolehan surat suara dari dalam
kotak suara untuk tiga jenis pemilihan, yaitu DPR RI,
DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:

Perhitungan ulang perolehan suara berdasarkan surat

suara disetiap kotak tersebut di atas dilakukan karena

- Kekeliruan menulis/memeriksa suara partai dan
suara Caleg dari semua parta politik yang
dilakukan oleh KPPS dengan persetujuan PTPS
pada C1 Plano dan Lampiran Berita Acara C1 ;

- Kekeliruan tersebut terjadi pada semua surat suara
yang dicoblos pada kolom gambar partai dan yang
dicoblos pada kolom nomor/nama caleg dicatat
dan dihitung sebagai perolehan suara partai politik
dan juga dicatat sebzgai perolehan suara caleg.
Dengan demikian perolehan suara dan jumlah
suara sah yang masuk menjadi tidak sesuai;

- Seharusnya jika terjadi pencoblosan pada gambar
partai politik dan kolom nomor/nama caleg dari
partai politik tersebut dihitung sebagai perolehan
suara caleg yang bersangkutan;

- Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK, PPS, KPPS
03 Tenajar Lor, Panwascam Kertasamaya, PKD
Tenajar Lor dan PTPS serta para saksi dan
MUSPIKA menyepakati untuk melakukan
penghitungan ulang surat suara langsung dari
kotak TPS 03.

. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 poin 3) halaman 22
(dua puiu dua) Permotionan & quo yang pada
pokoknya mendalilkan Proses Rekapitulasi dilaksariakan
ditiap Kecamatan dan dilangsungkan dengan sistem
parallel; 2 tempat/ruang, 3 tempat, hahkan sampai 5
tempat, sehingga dibutuhkan jumlah saksi yang sesuai
dengan jumlah rekap di tiap PPK_Jadi perhatian Saksi
tidak terfokus dan menvebabkan kesalahan input
dikarenakan kurangnya pengawasan_ _saksi dalam
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mengawasi hasil rekapitulasi. Oleh karenanya. Tanggal
28 April 2019 penghitungan rekapitulasi C1 selesai
dilakukan, selanjutnya PPK mengeluarkan  hasil
rekapitulasi model DAAL dari semua TPS per-Desa, dan
Saksi PKS menerima Berita Acara hasil Rekapitulasi
Model DAL dan DAA1 DPRD Kabupaten yang dibagikan
oleh masing-masing PPK adalah tidak benar dan
tidak berdasar.
< Merupakan fakta hukum, Pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroiehan Suara di
tingkat PPK dapat dilakukan secara paralel. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 4
Tahun 2019  tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (7) yaitu
Rekapitulasi -Hasil Penghitungan Perolehan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke
dalam 4 (empat) kelompok dengan
mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang
tersedia.

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 8 (delapan) halaman 24

(dua puluh empat) sampai dengan halamn 25 (dua
puluh lima) Permohonan @ guo yang pada pokoknya
mendalilkan Terkait adanya perbedaan atau selisih
tersebut, Saksi Pemohon telah meminta  untuk
diperbaiki pada_saat Pleno KPU, akan tetapi tidak
ditanggapi_dengan alasan tdak mengaijukan keberatan
pada saat Pleno di PPK masing-masing. Lalu Pemohon
mengajukan tLaporan mengenai duaaan oelanggaran
administrative Pemilu ke BAWASLU Provinsi Jawa Barat
tanggal 23 Mei 2019, namun bingga saat ini pihak
Bawaslu belurn memutuskan laporan tersebut adalah
tidak berdasar;
Merupakan fakta hukum, bahwa Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK saksi PKS
tidak mengajukan keberatan (DA 2 NIHIL). Dengan
demikian saksi PKS telah menerima hasil Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di fingkat PPK
tersebut.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di
atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas
kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga



III.

Atau

agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan vyang telah diutarakan di atas, PIHAK
TERMOHON mohon dengan hormat Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI
Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia
Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan vang seadil-adiinya
(ex aequo et bono)
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Hormat TERMOHON,
Kuasa,

13.

i4.

15.

16. Rd. Liani Afpianty, S.H
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Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H 17. Elly Sunarya, S.H

Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H

20. R.Tat3 achman, S.H
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Candra Kuspratomo, S.H 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H

Ari Fi inaldi, S.H 22. Rd. No¢varryana Laras D, S.H

Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H 23. Nurulita Fatmawardi, S.H




